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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Hukum dan Hak%Asasi Manusia Republik Indonesia,

Kementerian Hukug Manusia mempunyai tugas
menyele

sebagai

dan hak

aan kegiatan teknis dari pusat

sampai ke daerah.

Ruang lingkup manajemen kepegawaian menurut Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 2 adalah keseluruhan



upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme
penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi
perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi,
penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.

Upaya meningkatkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dalam melaksanakan dan fungsi di bidang hukum dan hak asasi
manusia serta mempe u \‘u masi birokrasi yang telah atau
sedang d F.-kﬂgh’q i,\ in

' &P ) q

\\\\dﬂ

' ﬂ-'—t .‘) ﬂTt ui

ospeksi dan berbenah diri dalam
berkarya dan membuat perubahan kearah yang lebih baik. Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia berpesan agar meninggalkan cara-cara lama dalam
pelayanan dan meninggalkan budaya” Kalau bisa dipersulit mengapa harus
dipermudah”. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga memberikan

apresiasi kepada segenap pegawai kementerian Hukum dan Hak Asasi



Manusia yang telah membuat inovasi dan hal-hal baru menuju ke arah yang
lebih baik.

Budaya yang ada di suatu lingkungan, sangat besar pengaruhnya
terhadap pembentukan pribadi yang berada di dalam lingkungan tersebut.
Setiap lingkungan tempat tinggal memiliki budaya yang dibuat oleh nenek
moyang dan diturunkan secara tu
dianut dan dilestarikan -r/

qye /-( .oLS MuHum "if ompok, organisasi dan
FKP&S Sa

" \\\ hhf/

emurun dari generasi ke generasi untuk

- 'r w.,‘ _.

ganisasi seharusnya
nementukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasi. Secara spesifik,
peranan budaya organisasi adalah membantu menciptakan rasa memiliki
terhadap organisasi, menciptakan jatidiri anggota organisasi, membantu
menciptakan stabilitas organisasi sebagai sistem sosial dan menemukan pola

pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma kebiasaan yang terbentuk



dalam keseharian. Budaya Organisasi dengan demikian berpengaruh kuat
terhadap perilaku para anggotanya.

Nilai-nilai budaya organisasi yang dipengaruhi unsur-unsur falsafah
negara tersebut dapat membentuk sistem kerja dan lingkungan kerja yang

disiplin, efektif, efisien. Penanaman budaya kerja pada organisasi pemerintah

menjadi penting sebagai upaya .pemerintah melaksanakan amanat rakyat
dalam memberikan pe -/ \'-r :
. / th‘ MUH q
S KAS‘“
\\.i‘ h ///

w :1;*'3"’*‘2.&
,?

(eiige egi-baru, agar dapat menjadi budaya
yang fleksibel dan lincah untuk mengikuti situasi dan kebutuhan
(http://www.kompasiana.com).

Budaya organisasi yang ideal akan memudahkan semua orang bersikap
dan bertindak untuk mendukung tujuan organisasi. Budaya organisasi yang

berkualitas selalu cerdas memprioritaskan perilaku dan memberdayakan setiap



potensi organisasi dalam penerapan strategi. Budaya organisasi seperti jam,
yang terus-menerus memindahkan jarum jam, untuk menuju ke masa depan,
dan tidak pernah memindahkan jarum, untuk kembali ke masa lalu.

Budaya organisasi sebagai tindakan didasari oleh nilai-nilai inti

organisasi. Nilai-nilai inti ini bukan motto atau slogan untuk digantungkan di

dinding, tapi merupakan pil ng membuat bangunan budaya

sawdipersulit

f""?_g‘g:ﬁ,-

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar
belakang, maka rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian adalah
bagaimana budaya organisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan?



C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui budaya organisasi di
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi
Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasi an_iMi diharapkan dapat memberikan tambahan

di Kantor Wilayah




BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Budaya Organisasi
1. Definisi Budaya

Menurut Edward B. Taylor dalam Sobirin (2009:50), kultur atau

peradaban adalah kompleksitas menyeluruh yang terdiri dari pengetahuan,

keyakinan, seni, moral, lasaan dan berbagai kapabilitas
lainnya serta kebi eorang manusia sebagai
b ]
bagian ' seluruhan sikap,
-+ [ Fl o
-
key
. i terdiri
5 - '
] ' sia yan
BN yang
A ” ke terpisah
2
d y ' A daya yang
dike a merupakan
¥ &
perila anusia karena
i
perilaku i { i berikutnya.
B

Sob ¢ udaya yang semula

bersifat generik seperti disebutkan di atas, selanjutnya mulai bergeser sejalan
dengan terjadinya evolusi kehidupan manusia yang terus mengalami
perkembangan. Dalam hal ini budaya tidak lagi dikaitkan semata-mata dengan
aspek kehidupan manusia secara umum tetapi mulai dkaitkan dengan manusia
sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Oleh karena itu manusia tidak lagi

diperbandingkan dengan binatang tetapi diperbandingkan dengan manusia lain



khususnya antara satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya.
Seseorang tidak akan terlepas dari lingkungannya dalam kehidupan sehari-
hari. Kepribadian seseorang akan dibentuk pula oleh lingkungannya dan agar
kepribadian tersebut mengarah kepada sikap dan perilaku yang positif tentunta
harus didukung oleh suatu norma yang diakui tentang kebenarannya dan

dipatuhi sebagai pedomaKoesmono, 2005).
ai ki ' yang akan memengaruhi tingkat

Mengenai kebuda

da /WFDJE" MUHJE 2san Yanhesterdapat dalam pikiran

S NKASS 4 1,
.que'“ ‘\F‘K E ?144) "(?(?r |tu b-er3|fat
. - — R&\dﬁ iﬁ#//:

.."""b"ﬂ LK I'T:'R_UT’:' AN
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akan oleh para ilmuwan
seperti halnya dengan budaya, ada begitu banyak teori-teori tentang
organisasi. Organisasi merupakan sebuah wadah yang terdapat dua orang atau
lebih untuk meencapai tujuan bersama atau tujuan yang telah disepakati. Suatu
organisasi dapat diartikan sebagai wadah dan proses kerja sama sekelompok

orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian organisasi terdiri dari



individu-individu dan atau kelompok, sehingga hasil yang dicapai organisasi
akan tergantung pada hasil karya individu dan kelompok. Dengan kata lain,
efektivitas organisasi tergantung pada efektivitas individu dan kelompok.
Sinergi antara individu atau kelompok tersebut akan mampu mencapai tingkat
hasil karya yang tinggi, sebagaimana tuntutan yang dihadapkan kepada para

manajer dalam mengelola organi ndividu dan kelompok dalam organisasi

3/
&".

Q
o

Q;af"

melibatkan beberapa orang
sebagai pelaksana tugas yang didesain untuk mencapai tujuan bersama.
Konsep organisasi yang dikemukakan Torang dapat disimpulkan bahwa
organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang bekerja guna mencapai
tujuan bersama. Menurut Robbins dalam Torang (2013:25), organisasi adalah

suatu entitas sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau
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lebih dengan batasan yang relatif teridentifikasi, yang berfungsi secara
berkelanjutan untuk mencapai seperangkat sasaran bersama.

Etzioni dalam Torang (2013:25), menyatakan bahwa kita dilahirkan
dalam organisasi, dididik oleh organisasi dan hampir semua diantara kita

menghabiskan hidup kita bekerja untuk organisasi. Organisasi dapat dikatakan
38 g dikoordinasikan secara sadar
i.0an bekerja terus menerus untuk

memiliki

bahwa organisasi adalah enti

yang dikem dak lepas dari nilai, kebiasaan
dan kepercayaan. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama
yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari
organisasi-organisasi lainnya.

Beberapa pendapat ahli lain mengenai budaya organisasi yang dikutip

dari Soetopo (2010:122-123), diantaranya:
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a. Greenberg dan Baron (1995) menekankan budaya organisasi sebagai
kerangka kognitif yang berisi sikap, nilai, norma perilaku dan
ekspektasi yang dimiliki oleh anggota organisasi.

b. Peterson (1984) menyatakan bahwa budaya organisasi mencakup

keyakinan, ideologi, bahasa, ritual, dan mitos.

bahwa b '?J“'n. : : Imsi, nilai, norma-
norma pe i stk sqan| s apan yang dimiliki
oleh organisasi (dalarr asl universitas swasta).

Kotter dan Heskett dalam Soetopo (2010:134), mengidentifikasikan
dua tingkat budaya yakni yang terlihat dan tidak terlihat. Tingkatan yang
terlihat, terdapat pola tingkah laku karyawan. Sedangkan pada tingkatan yang

tidak terlihat, terdapat nilai-nilai yang dimiliki bersama dan asumsi yang

sudah dipegang lama. Tingkatan yang kedua ini lebih sulit untuk diubah, akan
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tetapi perubahan pada tingkatan yang pertama yaitu pada tingkatan yang
terlihat, pola tingkah laku dan gaya, dalam jangka waktu yang lama dapat
menyebabkan perubahan dalam keyakinan yang lebih dalam dipegang. Lebih
lanjut, ditemukan juga bahwa ada budaya organisasi yang baik untuk

mengadaptasi perubahan dan melestarikan prestasi organisasi, dinamakan

budaya adaptif. /\
Torang (2013:4C5; 7a, organisasi sebagai kebiasaan
/"15 MUHJM ﬂf\.‘ dan gaya hidup oleh
é PﬁKASW 4)@ \ berikutnya.

» l' - \\\i‘ H "i'f//' -

i adalah
"\{:x iﬂi u_;g‘ uw"’ w dalam

yang terus be

bahwa, budaya organisa asar organisasi yang terdiri dari
dimensi keyakinan (belief), norma (norm), nilai (value) dan sistem (system)
yang dipandang sebagai karakteristik inti dan menjadi dasar individu atau
kelompok untuk beraktivitas dalam organisasi.

Budaya organisasi mengarahkan perilaku pegawai untuk meningkatkan

kemampuan kerja, komitmen dan loyalitas, serta perilaku extra role seperti:
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membantu rekan kerja, sukarela melakukan kegiatan extra, menghindari
konflik dengan rekan kerja, melindungi properti organisasi, menghargai
peraturan  yang berlaku, toleransi pada situasi yang kurang
ideal/menyenangkan, memberi saran yang membangun, serta tidak

membuang-buang waktu ditempat kerja. Budaya organisasi memiliki tujuan

#; JOla-a

N 2%

N\
i‘ y,{f'qw't\\

mengalami institusionalisasi dan organisasi ditanami suatu jiwa solidaritas,
suatu esprit de corps, senasib dan sepenanggungan.

Pengertian budaya organisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya
organisasi merupakan tingkah laku atau kebiasaan yang dilakukan oleh

individu atau kelompok dengan nilai-nilai serta keyakinan untuk mencapai
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suatu keberhasilan organisasi. Budaya organisasi akan kuat apabila individu-
individu yang ada di dalam organisasi tersebut mempunyai keyakinan untuk
mencapai tujuan organisasi.

4. Fungsi dan Manfaat Budaya Organisasi

Sobirin (2009:126), mengemukakan bahwa pada saat awal popularitas

budaya organisasi, para tan pelaku bisnis dan teoritisi
isasi i isasi merupakan variabel kunci

organisasli begltu yakin g
- / koo S MUH!E

yang bisa Jerh

terinspi Q‘e’“pﬁ K”AS'S-I.‘q

. o= = \\‘iﬂlihf/
_,r—',,, Q- Saima, b Lu,_,pf “-r”
s 4"‘\ J'& ﬁ%ﬁ

1aa

hudaya dalam

m

Qr
~

bisa dianggap sehs Gk r::- perperan sebagai

as dalam hal ini

alat untuk p P, cpfast internal, | erfungsi dengan baik
dan dibarengi ole epat maka bisa diharapkan
Kinerja organisasi akan meningkat. Beberapa hal penting budaya organisasi
bagi kehidupan organisasi adalah sebagai berikut :

a. Budaya sebagai pembeda antara kita dengan mereka

b. Budaya sebagai pembentuk identitas diri

c. Budaya sebagai perekat organisasi
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d. Budaya sebagai alat kontrol
Uha (2013:15), berpendapat budaya organisasi membantu
mengarahkan sumber daya manusia pada pencapaian visi, misi dan tujuan
organisasi. Budaya organisasi juga akan meningkatkan kekompakan tim antar
berbagai departemen, divisi atau unit dalam organisasi, sehingga mampu jadi

perekat yang menglka
- b

organisasi mem

slam organlsa5| bersama-sama. Budaya
ent . mendorong percampuran core
/‘pE‘* MUHﬂ \ mungkinkan organisasi
S AKASS 4 4> “\

-‘{(:e- \% E 7
\\dl l.f/// C g,

values dan pe

han komitmen pada
sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual.
d. Budaya korporat itu meningkatkan kemantapan sistem sosial.
Menurut Nelson dan Qiuck dalam Uha (2013:70), budaya organisasi
mempunyai empat fungsi dasar yaitu perasaan identitas dan menambah

komitmen organisasi, alat pengorganisasian anggota, menguatkan nilai-nilai
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dalam organisasi dan mekanisme kontrol atas perilaku budaya yang kuat
meletakkan kepercayaan, tingkah laku dan cara melakukan sesuatu tanpa perlu
dipertanyakan lagi. Pastin dalam Uha (2013:70), mengemukakan budaya

organisasi berakar dalam tradisi, budaya mencerminkan apa yang dilakukan
dan bukan apa yang akan berlaku.

Fungsi budaya organi emikian sebagai perekat sosial
dalam mempersatukar / HCapai tujuan organisasi berguna
i / hc"' M[‘l Hl‘:l:b,\Q an oleh para karyawan

S 4f\ |
F\KAEQ q o iteol atas perilaku
‘ \\\‘} F{hf//

u\‘#\h&

ketentuan ni

tertentu. Robbins
dicocokkan akan
mengambil esensi dari sebuah budaya organisasi sebagai karakteristik utama
yang menjadi pembeda budaya organisasi, yaitu :

a. Inisiatif individual, yaitu tingkat tanggung jawab, kebebasan dan

keindependenan yang dimiliki individu.
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Toleransi terhadap tindakan berisiko, yaitu sejauh mana para karyawan
dianjurkan untuk bertindak agresif, inovatif dan mengambil risiko.
Arah, yaitu sejauh mana organisasi tersebut menciptakan dengan jelas

sasaran dan harapan mengenai kinerja.

Integrasi, yaitu tingkat sejauh mana unit-unit dalam organisasi

didorong untuk bang terkoordinasi.

Jokat sejauh mana para manajer

dan sebagainya.
Toleransi terhadap konflik, yaitu tingkat sejauh mana karyawan
didorong untuk mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka.
Pola-pola komunikasi, yaitu tingkat sejauh mana komunikasi

organisasi dibatasi oleh hierarki kewenangan formal.
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Menurut O’Reilly dan Jehn dalam Soetopo (2010:135), ada tujuh
karakteristik utama yang menjadi inti dari suatu budaya organisasi, yaitu :
a. Innovation and risk taking, yakni derajat sejauh mana pekerja didorong
untuk inovatif dan berani mengambil risiko.

b. Attention to detail, yakni derajat sejauh mana para pekerja diharapkan

45.

pudaya dapat sangat stabil
sepanjang waktu, tetapi budaya juga tidak pernah statis. Krisis kadang-kadang
mendorong kelompok untuk mengevaluasi kembali beberapa nilai-nilai atau
perangkat praktis. Berbagai tantangan baru dapat mengakibatkan penciptaan
cara-cara baru untuk melakukan segala sesuatu. Keyakinan bahwa budaya

yang kuat dan khas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu organisasi
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dinyatakan oleh Hofstede dalam Uha (2013:84), dan dikemukakan secara
umum bahwa organisasi yang sukses mempunyai budaya yang kuat sekaligus
khas, termasuk mitos yang memperkuat sub budaya organisasi. Organisasi
yang gagal mempunyai sub-sub budaya kerja yang berlainan satu sama lain
atau jika tidak mempunyai budaya masa lalu yang membuat organisasi

terhalangi dalam melakukan adapte terhadap lingkungan yang berubah.

organisasi,

a. Pengaruh Budaya Internal
Pemahaman budaya organisasi secara perinci diperlukan pengetahuan
tentang elemen internal budaya organisasi (internal culture). Elemen-
elemen budaya organisasi, meliputi lingkungan organisasi, sistem nilai,

kepahlawanan, upacara dan jaringan kultural.
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b. Pengaruh Budaya Luar
Budaya internal organisasi yang sangat dominan memengaruhi budaya
organisasi, budaya eksternal (external culture) pun juga memengaruhi
proses terbentuk, berkembang dan dinamika budaya organisasi.

Pendekatan rancang bangun budaya organisasi  (Requisite

Organization/RO) merupékan, pendekatan merancang bangun struktur

ang sesuai tingkat

berkaitan dengan kepuasa erja merupakan hal yang penting
yang dimiliki individu di dalam bekerja. Kepuasan kerja sebagai keadaan
emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para
pegawai memandang pekerjaan mereka. Setiap individu pekerja memilki

karakteristik yang berbeda-beda, maka tingkat kepuasan kerjanya pun

berbeda-beda pula (Hania, 2016).
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B. Kerangka Pikir
Terdapat 10 Kkarakteristik budaya organisasi yang dikemukakan oleh
Robbins dalam Soetopo (2010:171) vyaitu inisiatif individual, toleransi
terhadap tindakan berisiko, arah, integrasi, dukungan dari manajemen, kontrol,

identitas, sistem imbalan, toleransi terhadap konflik serta pola-pola

komunikasi.
Adapun yang.€ ‘/\-1 aglitian ini adalah, (1) Inisiatif
/“‘F‘S MUH .\.
,ms,,

individual,

l b . )
1‘}“.'ll-llnrfl'r
—4 u..l!!! .1{5:-.:_-;;

.-F’ "-L a
7N »

PY 9
PIVIRCR o

Q«?‘
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C. Fokus Penelitian
Fokus dalam penelitian ini berangkat dari rumusan masalah, yang
kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji bedasarkan teori
dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang berpijak dari rumusan

masalah adalah budaya organisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum
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dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, (1) Inisiatif individual, (2) Arah, (3)
Sistem Imbalan, (4) Pola-pola komunikasi.
D. Deskripsi Fokus Penelitian
Upaya menyamakan persepsi antara penulis dengan pembaca, berikut

penulis deskripsikan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Inisiatif individual, yang ditaaksud dengan inisiatif individual dalam

penelitian ini ag .v‘/ \« npampuan yang dimiliki oleh

pegawai _gdi ’/("“LE' MUH”E\ stian Hukum dan Hak
491"-" M‘A S. \\

\\\d I ﬁ.f / @ Bagaliiana tingkat
‘% .-"". )

b.lh_ (L.,jw

mengetahui sejauh mane ersebut menciptakan dengan jelas (a)
Sasaran dan (b) Harapan mengenai Kinerja.

3. Sistem imbalan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana
pegawai memenuhi kriteria kinerja dan apa saja dasar untuk pemberian
sistem imbalan yang memenuhi kriteria kinerja di Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Hal ini
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dapat dilihat dengan tingkat sejauh mana alokasi imbalan (a) Misalkan
kenaikan gaji (b) Promosi didasarkan atas kriteria kinerja karyawan
sebagai kebalikan dari senioritas, sikap pilih kasih dan sebagainya.

. Pola-pola komunikasi, yang dimaksud pola-pola komunikasi dalam

penelitian ini adalah tingkatan serta bentuk-bentuk komunikasi antara

pegawai dengan atasan pun  sebaliknya di Kantor Wilayah

Kementerian Huks# \N, apusia Sulawesi Selatan. Hal

tersebut dap: : 41 \ i antara sesama unit
)

antara atasan



BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei

2017. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum

tan dikarenakan peneliti ingin
mengetahui bagaimana asi tersebut.

Jenis dan Tip /mp._s MUHA
| /«:ei":’ pKA384

“\‘“l v f/f Penelitian
r'r_“w ntar ng | i'!:_a,‘ "“‘W

dan Hak Asasi Manu5|a S

i penelitian dimana di
dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa,
aktivitas, proses atau sekelompok individu.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Bedasarkan

sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

24
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1. Data Primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus
menyelesaikan  permasalahan yang sedang ditanganinya. Data
dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau
tempat objek penelitian dilakukan.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer

yang sumbernya dari
seperangkat info -, skumen, laporan-laporan, dan

informasj.t -'/“ng.s' MUH#‘ b e
‘,f‘

\\d Ifl.f# e "y

g_-_g . --.r o 1; ah yang

g sudah diperoleh sebelumnya menjadi

eliti. Pada penelitian

isi latar penelitian, dalam
penelitian kualitatif hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam
pengumpulan data adalah pemilihan informan. Seperti yang telah disebutkan
bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama
sehingga harus dilakukan secara cermat karena penelitian ini mengkaji tentang

budaya organisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
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Manusia Sulawesi Selatan maka penulis memutuskan informan kunci yang
paling sesuai dan tepat ialah Kepala Subbagian Kepegawaian dan TU, Kepala
Subbagian Penyusunan Pelaporan Harian dan TI, Pengelola Aplikasi
Komputer dan Database serta Pejabat Fungsional Umum di Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Informan

yang dimaksud dalam penelitia alah sebagai berikut :
litian
No i Jabatan
1 a My i / ubbagian
1 dan TU
. Y Harian
Up S
35/ i Z— A i dan
= -. :., : ——
4 ' 4 Ta ; y asi dan
: e
g
5 I I nal Umum
6 I sional Umum
7 r- . ﬁgsional Umum
AAF 7 Orang
Sumber : Kant ila r a i Manusia Sulawesi
Selatan

E. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Pasolong (2013:130), teknik pengumpulan data merupakan
proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Pengumpulan
data yaitu suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena

pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisis
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penelitian, kecuali penelitian eksploratif, untuk pengujian hipotesa.
Pengumpulan data harus menggunakan prosedur yang sistematik dan
terstandar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian.
Metode atau cara pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam

penyusunan skripsi ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan

dokumentasi. /\
1. Wawancara, r.- perkomunikasi  dengan informan

Sral®
laporar] /’fa;ﬁpf

Ntk
LU

F. Teknik Analisis Data
Analisa data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil

penelitian menjadi data, dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan
sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam
menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah model analisa interaktif (interactive model of analysis).
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Teknik analisa data model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles dan

Huberman dalam Sugiyono (2012), ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi Data, reduksi data merupakan komponen pertama analisis data
yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang

tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan

peneliti dapat dilakukan.

atu rakitan informasi yang

penelitian

bermakna Kebenaran data yang

akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik

pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.
Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai
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waktu. Triangulasi yang dimaksud adalah triangulasi sumber, triangulasi

teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah
diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan

pengumpulan dan pengujian data yang telah diperolehmelalui hasil

pengamatan, wawan umen -dokumen yang ada. Kemudian

masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih

valid sehingga kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas
data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan
wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang

berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan
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secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.
Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian

dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

@

e\
SN




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sulawesi Selatan

Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia Sulawesi Selatania Nomor : M.04.PR.07 10 Tahun
1982 yang mempunyai-#fii i%+(Pengadilan Tinggi), Pengadilan

974 berubah

0. 27 tahun

1981 t i Departemen
yang me an dari Holding
Company dan Tahun 1982 pada

saat itu bernama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang termasuk
Klasifikasi type A kemudian pada tahun 1994-2004 mengalami perubahan 2
kali yaitu Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan dan
Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia kemudian

tahun 2004-2009 mengalami perubahan 2 kali yaitu Kantor Wilayah

31



32

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusiadan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia sampai sekarang. Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan bertempat di
jalan Sultan Alauddin No. 102 Makassar.

2. Tugas dan Fungsi Organisasi

Kantor Wilayah F,,, tugas melaksanakan tugas dan fungsi

Hak Asasi Manusia di bidang
keimigrasian dan bidang pemasyarakatan.

e. Penguatan dan pelayanan Hak Asasi Manusia dalam rangka
mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuanm perlindungan
dan penegakan Hak Asasi Manusia.

f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan kantor wilayah.
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3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Struktur Organisasi Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan

dijelaskan sebagai berikut :

ah,, mempunyai  tugas

@':J?} dang pembinaan
{ ils Ak “ ero ki

g\\\dﬂ ;,ff/A _? asarkan

I
FQtL .-ﬂﬁ_ﬁ:!h ‘l-.:i;" .%‘Fﬁf 1g)

Divisi

dministrasi keuangan, dan
perlengkapan, serta tata usaha dan rumah tangga.

4) Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber
daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah.

5) Pelaksanaan kehumasan dan pelayanan pengaduan serta

pengelolaan teknologi informasi.
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b. Divisi Pemasyarakatan
Divisi Pemasyarakatan di Kantor Wilayah mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di
wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi

Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

1) Pembinaan dan peng aksanaan tugas teknis di bidang
wn, anak, informasi dan

perawata

aan dan barang

pelaksanaan pengelolaan sumber
daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di
lingkungan unit pelaksana teknis.
c. Divisi Keimigrasian
Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah. Untuk melaksanakan tugas
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sebagaimana dimaksud, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan

fungsi:

1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang
lalu lintas keimigrasian, izin tinggal, dan status keimigrasian, serta

penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi.

2) Pelaksanaan
laporan pelakse

g pemantauan, evaluasi, dan penyusunan
i lalu lintas keimigrasian,

serta penindakan

wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi

Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang
pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan

intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan
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produk hukum daerah, pengembangan Perancang Peraturan
Perundangundangan dan Penyuluh Hukum serta pejabat fungsional
tertentu lainnya, pengoordinasian pemajuan Hak Asasi Manusia di
wilayah, pengkajian dan penelitian di bidang hukum dan Hak Asasi

Manusia, serta pemantauan pelaksanaan tugas Balai Harta

Peninggalan.
, evaluasi, dan penyusunan
elayanan administrasi

"‘\.ﬂ\

pelaksanaan

wilayah,
» 1" Hak Asasi

Balai Harta

4) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber
daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di
lingkungan unit pelaksana teknis pelayanan hukum dan Hak Asasi

Manusia berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Divisi Administrasi

p_A ‘(P“‘: 'Wlur-;‘qh

nnnnn Pemasyarat mr

Iv or

kegiatan yang direncanaka aksanakan oleh Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan mengacu
kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Rl yang tertuang pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7
tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia tahun 2015-2019. Oleh karena itu maka visi dan misi Kantor
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Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan
sebagaimana visi dan misi pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Tahun 2015 — 2019, yaitu sebagai berikut:

a. Visi

Masyarakat memperoleh kepastian hukum.

1) Profesional
Aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aparat
yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui
penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan

integritas profesi.
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2) Akuntabel
Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai  dengan
ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3) Sinergi

Komitmen untuk dan memastikan hubungan

n yang harmonis dengan
mukan dan melaksanakan

.q‘ M@

pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

d. Tujuan
1) Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui

pembentukan peraturan perundangan yang terencana.
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2) Terwujudnya Layanan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.

3) Terwujudnya penegakan hukum vyang berkualitas di bidang

Keimigrasian, Hak Kekayaan intelektual, kerjasama timbal balik

dengan NegaPemasyarakatan serta efektifitas
koordinasi :

arwuijud:, F“‘!:zliléHd \ dorong penghormatan,
& ‘» F\P Ui

:S\h“h ;// o Akuntalel._dengan

an —u ;J""L i, d Asasi

S ile!

"'-...

erhadap layanan administrasi
hukum dan layanan jasa hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia.

3) Efektifitas penyelenggaraan forum mahkumjakpol baik ditingkat

nasional, propinsi maupun di kabupaten kota.
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4) Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian dan
HKI.

5) Efektifitas peran central authority dalam mendukung kerjasama
hukum timbal balik.

6) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem

pemasyarakatan.
7) Terwujuar dan cerdas hukum dan
€ /pm-t MlJqu\ miskin.
/" e\ KON
8) Q" \i\hKASSﬂﬁ, erlindungan
f: i
\\\d‘ fl.ff/; v

*-il""’ }*"\ﬁ"‘f

"I-

Hukum dan
Upaya mengetahui bagaimana budaya organisasi yang ada pada Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan,

untuk menilai suatu budaya organisasi dapat dilihat dari beberapa karakteristik

budaya oganisasi, yaitu :

1. Inisiatif individual, yaitu tingkat tanggung jawab, kebebasan dan

keindependenan yang dimiliki individu.
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2. Arah, yaitu sejauh mana organisasi tersebut menciptakan dengan jelas
sasaran dan harapan mengenai kinerja.

3. Sistem imbalan, yaitu tingkat sejauh mana alokasi imbalan (misalkan
kenaikan gaji, promosi) didasarkan atas kriteria kinerja karyawan sebagai

kebalikan dari senioritas, sikap pilih kasih dan sebagainya.

4. Pola-pola komunikejauh mana bentuk komunikasi
horizontal dan vertik aihatasi oleh hierarki kewenangan

Inisiatif seorang
ebebasan dan (c)
Keindependenan yang d
1.a. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau
perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab
juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung

jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian
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kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing
orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Apabila
seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang
memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap
salah satu Pejabat Fungsional Us
dan Hak Asasi Manu ,../ utang apakah yang akan dilakukan
jika ada sua / Pc-’ MU Hf‘% ;l"#\ dahal pekerjaan tersebut

“ P%KAS S q&h”fa um tersebut
f
o= \'\d‘hﬁj//

l_.. ..v{#
SUALTL pe! .u SPHartsd padahal
Vv ‘k::.m. "-ﬁ.-- u{ "’59* ‘# - Iesaikan
ai’ --ﬂﬂ-&fa st %-
I PClU S

di Kantor Wilayah Kementerian Hukum

terlebih

apkan oleh Pejabat Fungsional
Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sulawesi Selatan. Pejabat Fungsional Umum tersebut mengatakan :

“Jika ada suatu pekerjaan yang harus diselesaikan sedangkan pekerjaan
tersebut bukan merupakan tugas saya, saya akan menyelesaikannya,
meskipun pekerjaan tersebut bukan pekerjaan saya. Namun terlebih
dahulu melakukan konsultasi kepada atasan langsung karena ada
sistem atau aturan yang telah ditetapkan pada setiap organisasi.” (Hasil
Wawancara SS, 25 April 2017)
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Budaya organisasi mengarahkan perilaku pegawai untuk meningkatkan
kemampuan kerja, komitmen dan loyalitas, serta perilaku extra role seperti:
membantu rekan Kerja, sukarela melakukan kegiatan extra, menghindari
konflik dengan rekan kerja, melindungi properti organisasi, menghargai

peraturan  yang  berlaku, pada situasi yang kurang

ideal/menyenangkan, ang membangun, serta tidak

i melakukan wawancara

namun tetap
petugas yang

Pelaporan
Sulawesi Selatan, bahwa :
“Jika ada pekerjaan yang harus diselesaikan padahal pekerjaan tersebut
bukan merupakan tugas saya maka saya akan menyelesaikannya
dengan catatan saya tidak keluar dari aturan organisasi.” (Hasil
Wawancara DA, 19 April 2017)
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan

peulis terhadap informan mengenai bagaimana inisiatif individual pegawai
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jika ada sesuatu pekerjaan yang harus diselesaikan padahal pekerjaan tersebut
bukan merupakan tugasnya kepada pegawai yang ada di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dilihat dari
tingkat tanggung jawab sudah cukup baik. Hal ini berdasarkan pada saat
peneliti berada di lokasi, peneliti melihat seorang pegawai membuat surat ijin
ebut bukan merupakan tugasnya. Hal
tersebut diketahui ke -- \4». a menunggu pegawai yang
mempunyai K?h H"ﬂf}{\’ i
”

1..
[ \\d‘lh.f/

penelitian padahal pekerjaan €

hat mahasiswa tersebut

nanyakan maksud

meskipun pekerjaan tersebut-bukan merupakan tugasnya.
1.b. Kebebasan

Kebebasan dalam berorganisasi merupakan hak asasi setiap orang
untuk berpartisipasi dalam organisasi sesuai dengan hati nuraninya.

Kebebasan berorganisasi harus disertai dengan tanggung jawab, agar tidak



46

merugikan orang lain. Kebebasan yang bertanggung jawab artinya kebebasan
yang ada batasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap
salah satu Pejabat Fungsional Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan tentang apakah yang akan dilakukan

jika ada suatu pekerjaan yang

bukan merupakan tuga / AaWali

& ﬁ\w(’ ?%@}
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sebuah perintah merupakan suatu kebebasan mengambil keputusan dalam

berorganisasi. Kebebasan dalam berorganisasi juga tidak lepas dari kebutuhan
organisasi itu sendiri selama hal yang dilakukan tidak merugikan organisasi.
Pegawai beranggapan apabila ada sesuatu pekerjaan yang ditunda akan

mengakibatkan keberhasilan organisasi itu juga tertunda. Kebebasan dalam
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berorganisasi seorang pegawai merupakan sikap yang seharusnya dimiliki
setiap anggota organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu informan, inisiatif
dalam melakukan suatu pekerjaan tanpa ada perintah terlebih dahulu tidak

lepas dari kepentingan organisasi itu sendiri. Pernyataan tersebut dinyatakan

if. Inisiatif juga
merupakan sikap proat i sekitar organisasi,
untuk melakukan inisiatif seseorang harus mendahulukan aksi dibandingkan
reaksi. Seseorang tersebut harus melakukan suatu hal tanpa perlu menerima
perintah terlebih dahulu.

Kebebasan mengambil tindakan dalam berorganisasi merupakan

bentuk kerja sama untuk mencari jalan keluar apabila ada sesuatu pekerjaan
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yang tertunda. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu
informan penelitian, bahwa :
“Jika ada pekerjaan yang harus diselesaikan padahal pekerjaan tersebut
bukan merupakan tugas saya, maka saya akan menyelesaikan
pekerjaan tersebut. Anggota-anggota organisasi harus saling membantu

mencari jalan keluar jika terjadi hal seperti itu agar pekerjaan itu dapat
terlaksana.” (Hasil Wawancara FZ, 29 Maret 2017)

Berdasarkan hasil obse ancara mendalam yang dilakukan
peulis terhadap i "/ 1a_inisiatif individual pegawai
ji Jath re’ q‘ MUH g )- pekerjaan tersebut

ASQ»
-Q“ | g’h\?ﬁK e ‘*“'ﬁ Y "? a
G T
- \\n hf
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Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu informan mengenai

inisiatif individual yaitu keindependenan dalam berorganisasi melakukan
suatu hal tanpa adanya sebuah perintah. Informan pernah dituntut secara tidak
langsung untuk mengambil keputusan tanpa adanya sebuah perintah terlebih

dahulu. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh Kepala Subbagian Penyusunan
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Pelaporan Harian dan Tl Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Selatan, bahwa :

“Suatu hari saya menjadi anggota panitia penerima CPNS. Adapun
salah satu syarat untuk dapat lulus ke tahap selanjutnya adalah
kelengkapan admistrasi. Salah satu kelengkapan admistrasi peserta
CPNS tidak sesuai dengan persyaratan yaitu ijazah tidak dilegalisir dan
tidak terdapat stempel sesuai syarat yang telah ditentukan. Agar proses
seleksi dapat berjalan denan semestinya saya mengambil keputusan
meminta si pelamar m : surat pernyataan dengan saya siapkan
kertas dan pulp ,_,., '._.,m“.I surat pernyataan tersebut berisi

pdhi,dengan membawa ijazah asli

yang teI | etelah lewat jam 2 siang
erks ,4“ r;-'? MUH - da=maka akan dinyatakan
i0 eputusan ini agar

L-JM- :
“\E&\?\A\.? “ 4 "? p 2 n koordinasi
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adap salah sastu informan
penelitian mengenai sikap apa yang seharusnya dilakukan jika mengetaui ada
suatu pekerjaan yang tertunda dikarenakan petugas yang bersangkutan
berhalangan tidak dapat datang ke kantor. Informan yang dimaksud yaitu
Kepala Subbagian Kepegawaian dan TU Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, mengatakan :
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“Saya akan membantu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, karena
itu merupakan kepentingan dinas. Secara organisasi pekerjaan itu tidak
bisa diabaikan dan harus segera diselesaikan. Kalau memungkinkan
bisa diselesaikan harus diselesaikan, tidak boleh ditunda-tunda.” (Hasil
Wawancara JF, 18 April 2017 )

Pernyataan tersebut senada dengan hasil wawancara terhadap salah

satu Pejabat Fungsional Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

) [seperti ini

pekerjaan

“Saya akan menyelesaikan jika ada pekerjaan yang tertunda meskipun

pekerjaan tersebut merupakan tugas saya. Ada saat dimana kita harus

saling membantu untuk mencari jalan keluar agar pekerjaan tersebut

dapat terlaksana.” (Hasil Wawancara FZ, 29 Maret 2017)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan
peulis terhadap informan mengenai bagaimana inisiatif individual pegawai

jika ada sesuatu pekerjaan yang harus diselesaikan padahal pekerjaan tersebut



51

bukan merupakan tugasnya kepada pegawai yang ada di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dilihat dari
tingkat keindependenan dalam berorganisasi sudah cukup baik. Hal ini
berdasarkan pegawai siap menyelesaikan suatu pekerjaan yang tertunda
meskipun pekerjaan tersebut bukan merupakan tugasnya. Pegawai

beranggapan ada saat d vai dituntut secara tidak langsung untuk

berani melakuka cehuah perintah terlebih dahulu.

Sasaran untuk menciptakan keberhasilan setiap organisasi mempunyai
tujuan baik, tujuan umum maupun khusus, jangka pendek maupun jangka
panjang, yang akan direalisasikan. Upaya menciptakan sasaran sesuai apa
yang diinginkan tidak lepas dari apa motivasi serta inovasi yang harus

dilakukan pegawai.
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Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap
salah satu Pejabat Fungsional Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Pejabat Fungsional Umum tersebut
mengatakan :

“Dalam mencapai tujuan organisasi sesuai yang diharapkan diperlukan

inovasi. Namun inovasi dalam lingkup pemerintahan pada tingkat

Wilayah hanya inovasi kecilan karena masih terstruktur dari
C kan ke bawah A, kita lakukan A

jadi memang perlu inovasi
pemerintahan. Inovasi
ari segi penilaian
arjalan seperti e-

“.uin*,,i. i S

*""?,'y : Wilayah

ai. Untuk di
membudayakan

Pernyataan tersebut senada dengan hasil wawancara terhadap salah
satu Pejabat Fungsional Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sulawesi Selatan, bahwa :

“Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan
memiliki budaya kerja secara nasional, itu PASTI (Profesional,
Akuntabel, Sinergitas, Transparan dan Inovatif) itu yang selalu kita
upayakan dan implementasikan di Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.hal tersebut merupakan salah satu
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inovasi agar dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan” (Hasil
Wawancara IS, 25 April 2017)

Budaya organisasi seperti membantu mengarahkan sumber daya
manusia pada pencapaian visi, misi dan tujuan. Di samping itu, budaya
organisasi akan meningkatkan kekompakan tim antar berbagai organisasi
departemen atau divisi atau dalam organisasi sehingga mampu menjadi

perekat yang mengikat angge =/\'~ a,dalam organisasi bersama-sama. Hal

"‘i”ﬂus Tawv

lepas dari Vis @y Ol dan temuan di lokasi
penelitian, dapat disimpulkan bahwa arah yang dilihat dari tingkat sejauh
mana sasaran yang dimiliki oleh pegawai Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan untuk mencapai suatu
keberhasilan organisasi sudah terarah.

Hal yang memotivasi pegawai tidak lepas dari visi dan misi yang telah

dipegang teguh oleh anggota-anggota organisasi di lingkungan Kantor
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Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.
Program Ayo Kerja Kami PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergitas,
Transparan dan Inovatif) dinilai sebagai budaya kerja yang sudah berjalan
sejak bulan Juni 2015.

2.b. Harapan

Organisasi dengan bud ang kuat dan positif memungkinkan

anggota-anggota di d \~'- iermotivasi untuk berkembang,

belajar dan me 4}‘5 MUHQ‘WH\ apai tujuan organisasi
. 435-" \},KAS S 4!\ |

nengarankain  angg a organisasi karena
organlsaS| harus mempunyal nilai- n|Ia| Nilai-nilai organisasi di Kantor
Wilayah telah terpampang secara jelas, namun tetap percuma jika tidak
ada dorongan dari pimpinan paling atas ke bawahan. Prinsip saya
dalam bekerja yaitu hasil yang akan dicapai dari organisasi. Harapan
saya ingin melihat organisasi itu dapat menuju ke arah yang lebih baik
lagi.” (Hasil Wawancara RA, 19 April 2017)

Pernyataan mengenai apa motivasi dan inovasi pegawai untuk

mencapai hasil sesuai yang diharapkan juga dinyatakan oleh Kepala
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Subbagian Penyusunan Pelaporan Harian dan T1 Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, bahwa :

“Inovasi merupakan kreativitas dari masing-masing pegawai. Sekarang
kami budayakan tagline kami PASTI (Profesional, Akuntabel,
Sinergitas, Transparan dan Inovatif) sejak bulan Juni 2015, dari situlah
terdapat pembatas budaya kerja atau kebiasaan di suatu organisasi/unit
kerja. Budaya tagline tersebut tidak lepas untuk menciptakan
keberhasilan suatu organisasi sesuai dengan apa yang diharapkan.”

erhasilan organisasi
erlu adanya budaya
aturan yang sudah

dltetapkan ”? (HaS|I Wawancara HS 25 April 2017)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan
peneliti terhadap informan mengenai sejauh mana harapan yang dimiliki
sehingga dapat menciptakan keberhasilan organisasi agar dapat menuju ke
arah yang lebih baik lagi kepada pegawai yang ada di Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan tidak lepas



56

dari visi dan misi Pengayoman. Hasil wawancara dan temuan di lokasi
penelitian, dapat disimpulkan bahwa harapan menciptakn hasil sesuai dengan
apa yang diinginkan yang dimiliki oleh pegawai Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan untuk mencapai suatu
keberhasilan organisasi sudah terarah.

3. Sistem Imbalan

imbalan yang dimaksud-dalam-penelitie ngkat sejauh mana

alokasi imbalan (misalkan kenaikan gaji, promosi) didasarkan atas kriteria
Kinerja karyawan sebagai kebalikan dari senioritas, sikap pilih kasih dan
sebagainya.

Peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu informan penelitian

yaitu Pejabat Fungsional Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
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Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan mengenai sistem imbalan kenaikan gaji.
Pejabat Fungsional Umum tersebut mengatakan :
“Sistem 1imbalan atau remunisasi disesuaikan dengan peraturan
pemerintah sesuai dengan masa kerja dan golongan, akan tetapi ada
pendapatan lain dalam bentuk tunjangan kinerja. Tunjangan Kinerja ini
diberikan sesuai dengan jabatan yang diemban. Penilaian kinerja sesuai

dengan peraturan mengenai sasaran kinerja pegawai pada awal tahun
dicatat sasaran itu dalam bentuk perjanjian kinerja pegawai dengan

atasan langsung.”(Hasil Wawmancara 1S, 25 April 2017)
Ungkapan te -'/ acngan yang dikatakan salah satu
./ <58 MUK, \
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arkala-se ' arat atau kriteria khusus
dalam kenalkan gaji karena sesuai peraturan pemerintah gaji berkala
setiap 2 tahun.” (Hasil Wawancara DA, 19 April 2017)

Hal serupa dinyatakan oleh Kepala Subbagian Penyusunan
Kepegawaian dan TU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sulawesi Selatan. Kenaikan gaji tidak memiliki kriteria atau syarat
tertentu karena kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun. Kepala Subbagian

Penyusunan Kepegawaian dan TU mengatakan:
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“Kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun. Tidak ada syarat atau kriteria
khusus dalam kenaikan gaji karena hal tersebut sesuai dengan
peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji berkala.” (Hasil
Wawancara JF, 18 April 2017)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan

peneliti terhadap informan mengenai bagaimana sistem kenaikan gaji sebagai

pembagian sistem imbalan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap
salah satu Pejabat Fungsional Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Pejabat Fungsional Umum tersebut
mengatakan :

“Sistem promosi jabatan dibawahi pembina kepegawaian di Biro

Kepegawaian analisis beban kerja. Kantor Wilayah mengusulkan tetapi
untuk penentuan jabatannya ditentukan oleh pusat Biro Kepegawaian
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serta ada rekomendasi langsung dari atasan. Jadi, sistem promosi
jabatan ada kualifikasi yang harus dipenuhi mulai dari kualifikasi
pendidikan, pangkat golongan, masa kerja, kemudian ada pembinaan
berupa pendidikan pelatihan kepemimpinan, itu semua menjadi syarat-
syarat untuk promosi jabatan.” (Hasil Wawancara IS, 25 April 2017)

Hal serupa dinyatakan oleh Kepala Subbagian Penyusunan

Kepegawaian dan TU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Sulawesi Selatan. Kepala 'Subbagian Penyusunan Kepegawaian dan
TUmengatakan :

pamun tetap memiliki

N
q "P"Jg. o

pegawai yang sudah mengikuti pelatihan dan pendidikan namun tidak

memenuhi persyaratan lain untuk diusulkan, misalnya tingkat kehadiran yang
kurang bagus.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu informan
penelitian yaitu Kepala Subbagian Penyusunan Pelaporan Harian dan TI

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi
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Selatan. Kepala Subbagian Penyusunan Pelaporan Harian dan TI tersebut

mengatakan :

Ma

“Dasar penilaian kriteria kinerja pegawai dapat dilihat pada jurnal
harian, Kantor Wilayah memiliki SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang
diisi setiap hari. Misalkan operator komputer, pengelola kepegawaian
dan ada namanya uraian jabatan dan uraian tugas, dari uraian tugas
itulah yang menjadi perjanjian kinerja selama satu tahun, dibuat sistem
penilaian melalaui jurnal harian, absensi kehadiran, kehadiran dalam

apel, upacara. Dalam si jabatan berdasarkan Daftar Urut
Kepangkatan, penilai penilaian SKP akan dinilai setiap
tahun. Setia i_bahwa misalnya si A dari
kesehari mun tetap ada kualifikasi
yan i i tingkat kehadiran,
penti ian ada pembinaan
b 1 f o awancara DA,
&
) yang
r dan
PN uter da
ra 1 nerj an sistem
T )Y
Hak Asasi
¥
3l a
i &
n kat kehadiran
* bekerja namun
ti A kan tetap dinilai
bu tpaken ¢ dari kedisiplinan.
Sist I , diantaranya masa
kerja pegawal, i i egawai apakah bisa diusulkan

atau tidak serta ada dasar pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan.” (Hasil Wawancara HS, 25 April 2017)

Sistem promosi jabatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dapat dikatakan jika penilaian kinerja

pegawai ditentukan dengan tingkat Kkedisipilinan pegawai. Kehadiran

merupakan salah satu indikator dari kedisiplinan. Pegawai akan tetap dinilai
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buruk jika ada masalah dengan kehadiran meskipun pegawai Yyang
bersangkutan lebih produktif dalam bekerja. Sistem promosi jabatan dikatakan
lebih mengutamakan masa kerja pegawai (senioritas) namun hal itu tidak lepas
dari syarat-syarat yang telah ditetapkan, misalnya tingkat kedisiplinan pegawai

serta pegawai yang akan diusulkan tersebut harus mengikuti pendidikan dan

pelatihan kepemimpinan oﬂ\ u sebelum dilakukan promosi jabatan.

4. Pola-Pola Komugn

W 5 MUK
Komun ¥y FI ot f‘{ awgdua orang atau lebih
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, jabatan se-level,

maupun eselon yang unikasi bentuk ini
selain berguna untuk menginformasikan juga untuk meminta dukungan dan
mengkoordinasikan aktivitas.

Peneliti mengajukan pertanyaan bagaimana bentuk komunikasi

horizontal yang dibatasi hierarki kewenangan formal di lingkungan Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.
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Informan yang dimaksud yaitu salah satu Pejabat Fungsional Umum Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan,
bahwa :

“Komunikasi antar sesama unit kerja di Kantor Wilayah dapat
dilakukan secara formal dan tidak formal, tergantung sifat pesan yang
akan disampaikan. Dalam komunikasi formal kita melakukan
komunikasi secara tertulis dalam bentuk nota dinas.” (Hasil
Wawancara SS, 25 Apri

._'~=' \*1,1 h ,.f{/
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Peneliti mengajukan pertanyaan kepada salah satu informan penelitian

yaitu Pengelola Aplikasi Komputer dan Database. Informan tersebut
mengatakan :

“Komunikasi antar sesama unit kerja dapat dilakukan secara lisan.
Selain itu, penyampaian pesan juga dapat disampaikan secara tertulis
yang dinamakan dengan nota dinas.” (Hasil Wawancara HS, 25 April
2017)
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Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan salah satu informan
yaitu Kepala Subbagian Penyusunan Pelaporan Harian dan T1 Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Kepala
Subbagian Penyusunan Pelaporan Harian dan TI tersebut mengatakan :

“Komunikasi antar sesama unit kerja dapat dilakukan secara lisan.

Selain itu penyampaian pesan juga dapat disampaikan dengan

kan hanya telepon tapi bisa juga
gan.nota dinas.” (Hasil Wawancara DA,

Komunikasi vertikal-merupakain-kemunikasi yang mengalir dari satu
tingkat dalam suatu organisasi/kelompok ke suatu tingkat yang lebih tinggi
atau tingkat yang lebih rendah secara timbal balik.

Peneliti mengajukan pertanyaan bagaimana bentuk komunikasi
vertikal yang dibatasi hierarki kewenangan formal kepada salah satu informan

yaitu Kepala Subbagian Penyusunan Pelaporan Harian dan TI Kantor Wilayah
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Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Kepala
Subbagian Penyusunan Pelaporan Harian dan TI tersebut mengatakan :

“Dalam proses komunikasi terhadap atasan bisa memakai alat-alat
komunikasi bukan hanya telepon tapi bisa juga melalui surat.
Komunikasi antara atasan dan bawahan bisa dilakukan secara
langsung, bisa juga dengan menggunakan nota dinas.” (Hasil
Wawancara DA, 19 April 2017)

yang disampaikan

peri umpan balik atau

balasan.
Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan wawancara terhadap salah
satu informan penelitian. Informan tersebut mengatakan :
“Komunikasi selalu dua arah. Atasan selalu minta saran kepada
bawahan. Jika ada rapat-rapat kecil saya selalu langsung

menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan atau sebaliknya.”
(Hasil Wawancara RA, 19 April 2017)
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Komunikasi antara pemimpin dan bawahan perlu dikembangkan
mengingat pemimpin berada agak jauh dari titik pelaksanaan pegawai biasa,
namun demikian mereka adalah pengambil keputusan yang kompeten.
Demikian pula halnya, hampir semua informasi penting dan berbobot

kebanyakan terdapat di kelompok para pemimpin dan pengaruh manajerial

dari seorang pemimpin lebih beSardaripada pengaruh para pegawai secara

itkap wawancara terhadap
g ‘-o\\ ah Kementerian
fJﬂ.

umum.

yampaian
ituasi dan

dilihat berdasarkan yatas pro omunikasi. Dalam

al tersebut dapat

penyampaian atasan juga memberi umpan balik atau balasan sehingga
komunikasi yang terjalin artinya dimengerti oleh atasan.
C. Pembahasan Hasil Penelitian
Budaya organisasi menjelaskan tentang bagaimana memandang bagian
lain dan bagaimana setiap bagian berperilaku sebagai hasil dari pandangan

tersebut. Sehingga budaya organisasi bersifat berbeda antara satu dan lain
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organisasi, masing-masing memiliki ciri spesifik yang membedakan. Namun,
budaya organisasi tidak selalu tetap dan perlu selalu disesuaikan dengan
perkembangan lingkungan agar organisasi tetap hidup, mengembangkan
budaya berprestasi, mengubah pola pikir dan memelihara kepercayaan dalam

organisasi. Dengan memahami dan menyadari arti penting budaya organisasi

bagi setiap individu, ak ang seseorang menciptakan kultur yang

menekankan pada interfe
ad\eé '/ﬁ’(‘“'ﬂ MUHI"O #
\'k p,KAS

departemen’ yang g-pada komunitas organisasi atau
departemen tersebut, jika setiap anggota organisasi sadar dan memahami serta
melaksanakannya dengan tanggung jawab dengan baik maka akan tercipta
budaya kerja yang optimal.

Inisiatif individual merupakan daya pikir dan kreatifitas yang dimiliki

oleh anggota organisasi dalam membentuk ide untuk merencanakan atau
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melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Inisiatif
individual di dalam budaya organisasi adalah daya untuk melakukan suatu
pekerjaan tanpa menunggu intervensi atau suruhan orang lain. Pegawai yang
mempunyai inisiatif adalah pegawai yang proaktif dan tidak pasif yang diam
menunggu perintah dari atasan. Pegawai yang berinisiatif tidak akan
menunggu perintah dahulu unt
diperintahkan serta 4‘/
meningkatkan /- qq‘ Mu&.ﬂi
/Jx \PKASS 4

- ".\\}‘ﬂ!ff:ﬂ’/#
w SR

i

buat, mereka berbuat melebihi dari yang

e(0h baru untuk

k mencapai tujuan
ai Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan sudah baik.
Hal ini dapat dilihat inisiatif pegawai melakukan pekerjaan yang harus
diselesaikan padahal pekerjaan tersebut bukan merupakan tugasnya.

Hal demikian dilakukan agar kegiatan organisasi tetap berjalan dengan

semestinya. Pembagian tugas memang ada, akan tetapi ada situasi dimana
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pegawai harus menyelesaikan pekerjaan yang bukan merupakan tugasnya
dikarenakan pekerjaan tersebut tidak bisa ditunda demi kepentingan
organisasi. Pegawai beranggapan bahwa yang paling penting itu output dari

organisasi, di samping itu tetap dilakukan koordinasi terlebih dahulu kepada

atasan langsung agar tidak keluar dari sistem/aturan yang ada di dalam

organisasi akan

terstruktur. anggota  dengan
mengkomunikasikan apa organisasi ini berjuang untuk serta menyediakan
dasar mengakui prestasi dan keberhasilan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan penelitian sesuai

dengan teori Uha (2013:15), yang berpendapat bahwa budaya organisasi

membantu mengarahkan sumber daya manusia pada pencapaian visi misi dan
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tujuan organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lokasi
penelitian, dapat disimpulkan bahwa arah yang dimiliki oleh pegawai Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan untuk
mencapai suatu keberhasilan organisasi sudah terarah.

Hal yang memotivasi pegawai tidak lepas dari visi dan misi yang telah

dipegang teguh oleh anggotasAatgota organlsa5| di lingkungan Kantor
Wilayah Kementeri / dke, Asasi  Manusia Sulawesi
Selatan.Prog /‘pic' MuHﬁ} \ Akuntabel, Sinergitas,

| C \PKASS, \

=

-Eé = \\d‘hh;// L -y

' Al 'w . "1"*» . a
\n.. 3 it __g ir Ng akan satu
' ""-.a 3 : ’:’"’ &

M. sudah berjalan

>
.@’: rin 'di dalam suatu

menerima ehiu e gan kate S 1 imbalan yang baik
adalah sistem yang puasan para anggota organisasi
dengan berbagai sikap dan perilaku positif bekerja dengan produktif bagi
kepentingan organisasi. Sebagai seorang pegawai yang bekerja di sebuah
organisasi, baik di perusahaan swasta maupun instansi pemerintah, tentunya

berharap akan memperoleh penghasilan yang cukup guna memenuhi

kebutuhannya yang paling dasar atau primer yaitu kebutuhan fisiologis atau
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kebutuhan untuk hidup terus seperti kebutuhan akan sandang, pangan dan
perumahan maupun untuk berprestasi, afiliasi, kekuatan atau aktualisasi diri.

Berdasarkan Hasil wawancara terhadap informan di lokasi penelitian
tentang bagaimana kriteria penilaian kinerja pegawai serta pembagian sistem
imbalan baik kenaikan gaji maupun promosi berkaitan dengan fungsi budaya
organisiasi sebagai suatu rasa_idgntitas bagi anggota organisasi serta dapat
meningkatkan kemante ,-r"/ \: iyang dinyatakan oleh Robbins
dalam Uha (26 /(F;E’ MUHQ\

o= \'\dlhh}f//

'-' g A u“, & kan  jika
' Sore ".;-;\f"‘a

Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih

membentuk atau melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain.
Pola komunikasi organisasi dalam penelitian ini terdapat dua bentuk
komunikasi yaitu horizontal dan vertikal. Bentuk komunikasi horizontal dan

vertikal di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
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Sulawesi Selatan sudah cukup baik. Tidak ada batasan dalam proses
komunikasi, maksudnya dalam penyampaian pesan dapat disampaikan secara
langsung, melalui telepon atau surat yang disebut dengan nota dinas. Dalam
penyampaian pesan dari bawahan kepada atasan selalu menerima umpan balik

atau balasan dari atasan. Artinya, penyampaian pesan yang disampaikan
diterima dengan baik oleh pene i

Komunikasi _difh \‘~ diperlukan demi kepentingan
komunikasi /F‘S MUHAI \ mereka membutuhkan

ASS 1145@ an  komunikasi.

aupun di

pola komunikasi yang dibe eh-hierarki kewenangan formal di Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan selalu
dua arah. Alat-alat komunikasi yang digunakan tidak hanya menggunakan
telepon, tetapi komunikasi juga dapat dilakukan melalui surat yang biasa

disebut sebagai nota dinas. Komunikasi antara atasan dan bawahan juga dapat
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dilakukan secara langsung selama tidak Kkeluar dari etika dalam

berkomunikasi.




BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Budaya organisasi merupakan asumsi, nilai, kebiasaan yang dianut
oleh anggota-anggota organisasi. Asumsi, nilai serta kebiasaan tersebut yang
akan menjadi identitas sebuah orgehi Berdasarkan hasil penelitian, dapat
penulis simpulkan b "/ giuak, yang dimiliki oleh pegawai

Hqg?l \ asi Manusia Sulawesi

dianggap

sendiri.

Arah yang dimiliki oleh pegawai dari tingkat sejauh mana organisasi
tersebut menciptakan dengan jelas sasaran dan harapan mengenai kinerja. (a)
Sasaran mengenai kinerja dapat disimpulkan bahwa, sasaran pegawai untuk

mencapai suatu Kkeberhasilan organisasi sudah terarah dan (b) Harapan

73
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mengenai kinerja dapat disimpulkan bahwa, harapan pegawai untuk
menjadikan organisasi ke arah yang lebih baik lagi juga sudah terarah.

Sistem imbalan, pemberian alokasi imbalan kenaikan gaji dan promosi
dapat disimpulkan (a) Kenaikan gaji, sistem kenaikan gaji berkala setiap 2

tahun sesuai Peraturan Pemerintah dan (b) Promosi, sistem promosi

disimpulkan lebih mengutamakse ja pegawai (senioritas) namun hal

-.I'.K

itu tidak lepas dari syaré apkan.
W7 55 MUK, NS

i 1

o2 nKASS 4

L]
Yadairana. Ber P orla ~ a dalam
3 el el o3 .
7 SeanZ o o |

clald rﬁll-_

~

pesan dari bawahan Kepade an umpan balik atau
balasan sehingga komunikasi yang terjalin artinya dimengerti oleh atasan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

mengenai Budaya Organisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan peneliti menyarankan :
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. Hendaknya pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sulawesi Selatan agar lebih memperhatikan kehadiran.

. Kiranya bagi pegawai yang sering terlambat agar tidak hanya dilakukan
pemotongan remunerasi tapi diberikan sanksi tambahan misalnya

mengurangi jatah cuti tahunan.

. Hendaknya leplna l panutan yang dapat dimulai dari
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TABEL WAWANCARA

Budaya organisasi berkenaan dengan keyakinan, asumsi, nilai, norma-norma perilaku,
ideologi, sikap, kebiasaan, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh organisasi.. Budaya
organisasi mengarahkan perilaku pegawai untuk meningkatkan kemampuan kerja, komitmen
dan loyalitas, serta perilaku extra role seperti membantu rekan Kkerja, sukarela melakukan
kegiatan extra, menghindari konflik dengan rekan kerja, melindungi properti organisasi,
menghargai peraturan yang berlaku, toleransi pada situasi yang kurang ideal/menyenangkan,
memberi saran yang membangun, serta tidak membuang-buang waktu di tempat kerja.
Budaya organisasi memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku sumber daya
manusia (SDM) yang ada agar dapat meningkatkan produktivitas kerja untuk menghadapi
berbagai tantangan di masa yang akan datang.

No Indikator /' crtanyaan Wawancara

Jan jika ada sesuatu pekerjaan
\ pekerjaan tersebut bukan

1 | Inisiatif Individual
S MUK .
.G“
PO W AN

& &P“"“%%
-.'.L el '..-ﬁ'.

i \ -u.'m:m‘f /
S I"";“» s Eaadion,

-

. e ; "‘h-'” asi? .
3 | Sistem Imbalan ‘ gaima b f as kinerja pegawai
d cnisalkan‘kenatkan‘gajt atau-promos jabatan)?

Apa dasar kriteria kinerja pegawai di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi
Selatan?

4 | Pola-Pola Komunikasi Bagaimana Bapak/lbu menyampaikan pesan terhadap
sesama unit kerja?

Bagaimana Bapak/lbu menyampaikan pesan terhadap
atasan/bawahan?
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BUDAYA ORGANISASI DI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI SELATAN
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ahl l'n. -u.

gssive. It is
a employee

Tujuan penel |
Wllayah Kemente an-Hak Asa : S glatan. Jenis penelitian

memberikan gambaran c a ang dikumpul dari lapangan secara
objektif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan
dokumentasi dengan jumlah informan sebanyak 7 orang pegawai. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa budaya organisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sulawesi Selatan sudah progresif. Hal ini berdasarkan inisiatif individual
yang dimiliki oleh pegawai serta inovasi pegawai dengan mengimplementasikan program
Ayo Kerja Kami PASTI sebagai budaya kerja sehingga dapat menciptakan keberhasilan
organisasi.

Kata Kunci : Budaya, Organisasi, Budaya Organisasi.



PENDAHULUAN

Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi

Berdasarkan

Manusia Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republii«
Indonesia, Kementerian l'/
Hak Asasi

tugas -r--e’\ A

7 &

negara yang
jawab Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, pengawasan atas
pelaksanaan tugas di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, pelaksanaan bimbingan
teknis dan supervisi atas

pelaksanaan urusan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia di
daerah, pelaksanaan kegiatan teknis
yang berskala  nasional dan
pelaksanaan kegiatan teknis dari

pusat sampai ke daerah.

Upaya meningkatkan peran
Kementerian Hukum dan Hak Asasi

lanusia dalam melaksanakan tugas

du yang ada
organisasi
&) jaye organisasi yang

anisasi yang kuat

A aﬂﬂ}g‘m AN ﬂﬂ:‘ n nilai-nilai serta

ANaoURG.. . NokMa=NOre yang akan menjadi

faktor berhasilnya sebuah

organisasi.

Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia pada saat
pelaksanaan upacara Hari Dharma
Karyadhika (HDKD) Tahun 2016
yang dilaksanakan di Unit Pusat dan



Unit Pelaksana Daerah menghimbau
kepada para pegawai di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia agar Tema HDKD ini
menjadi momentum untuk
melakukan introspeksi dan berbenah
diri dalam berkarya dan membuat
perubahan kearah yang |
Menteri Hukum dap

Manusia

tidak sejalan dengan nilai-nilai yang

dapat meningkatkan efektivitas

sebuah organisasi.

Menurut Edward B. Taylor
dalam Sobirin (2009) kultur atau
adalah

peradaban kompleksitas

menyeluruh  yang terdiri  dari

pengetahuan,  keyakinan,  seni,
moral, hukum, adat kebiasaan dan
berbagai kapabilitas lainnya serta
kebiasaan apa saja yang diperoleh
seorang manusia sebagai bagian dari
sebuah

masyarakat. Budaya

merupakan  keseluruhan  sikap,

akinan serta kebiasaan yang
at pada seseorang.

akan memberi warna dan bentuk
kerjasama atau bentuk organisasi

yang diinginkan.

Menurut  Torang (2013)
budaya organisasi sebagai kebiasaan
yang terus berulang-ulang dan

menjadi nilai (value) dan gaya hidup



oleh sekelompok individu dalam
organisai yang diikuti oleh individu
berikutnya.  Budaya  Organisasi
dapat pula dikatakan bahwa budaya
organisasi adalah  norma-norma
yang disepakati untuk menuntun
perilaku individu dalam organisasi
Budaya organisasi merupaka

bagi pimpinan /

organisasi

“; w‘:\:,,. @1

organisasi
keyakinan
nilai (value) dan sistem (system)
yang dipandang sebagai
karakteristik inti dan menjadi dasar
individu atau kelompok untuk

beraktivitas dalam organisasi.

Budaya organisasi

mengarahkan  perilaku  pegawai

untuk meningkatkan kemampuan
kerja, komitmen dan loyalitas, serta

perilaku  extra  role  seperti:
membantu rekan kerja, sukarela
melakukan kegiatan extra,

menghindari konflik dengan rekan
kerja, melindungi properti
organisasi, menghargai peraturan

aO=berlaku, toleransi pada situasi

\\i“"ﬂ/[

berbagai
) akan datang

Fﬁq (2010)
ﬂ- l’ kebudayaan
[0 asi adalah keseluruhan nilai,

norma-norma,

kepercayaan-
kepercayaan dan opini-opini yang
dianut dan dijunjung tinggi bersama
olen para

anggota  organisasi,

sehingga  kebudayaan  tersebut
memberi arah dan corak kepada

(way of thinking, way of life)



anggota-anggota organisasi tersebut,
kebiasaan (customs) dan tradisi
(tradition). Budaya ini  meliputi
perilaku, bahasa, tata krama, tata
susila, tradisi berbagai macam seni,
moral dan etik. Pada suatu ketika
setelah berdiri dan hidup cukup
lama, suatu

merupakan unit masyaré

tingkah lak
dilakukan

kelompok dengan nilai-nilai serta
keyakinan untuk mencapai suatu
keberhasilan

organisasi. Budaya

organisasi akan kuat apabila
individu-individu yang ada di dalam
tersebut

organisasi mempunyai

keyakinan untuk mencapai tujuan

organisasi.

Uha (2013)

organisasi

berpendapat
budaya membantu
mengarahkan sumber daya manusia

pada pencapaian visi, misi dan

o tujuan organisasi. Budaya organisasi
organisasi ,-/\

akan meningkatkan
1 n tim antar berbagai
divisi atau unit dalam

mampu jadi

Menurut Nelson dan Qiuck
dalam Uha (2013) budaya organisasi
mempunyai empat fungsi dasar
yaitu  perasaan identitas  dan
menambah komitmen organisasi,
alat  pengorganisasian  anggota,

menguatkan  nilai-nilai  dalam

organisasi dan mekanisme kontrol



atas perilaku budaya yang kuat
meletakkan kepercayaan, tingkah
laku dan cara melakukan sesuatu

tanpa perlu dipertanyakan lagi.

Budaya organisasi pada

sektor publik lebih menekankan

kepada pelayanan publik kar

berpengaruh  dalam

satu  buda

kewajiban
kebiasaan atau budaya (Wahyuni,
2015).

Soetopo (2010) berpendapat
bahwa budaya organisasi tidak ada
begitu saja, tetapi harus diciptakan,
dipelihara dan diperkuat, bahkan
diubah agar sesuai dengan tuntutan

aya

internal maupun eksternal

organisasi. Budaya
mengimplikasikan adanya dimensi
atau karakteristik tertentu. Robbins
mengajukan sepuluh karakteristik
yang jika dicampur dan dicocokkan
akan mengambil esensi dari sebuah

organisasi sebagai

ristik utama yang menjadi
\ daya organisasi yaitu
ridual toleransi

--.‘\ |
Aliak herisiko, h,
|o ara.

h

unikasi.

an  dalam

budaya

METODE PENELITIAN

Waktu
dilaksanakan dari bulan Maret

penelitian ini

hingga Mei 2017. Adapun menjadi
penentuan lokasi penelitian adalah
Wilayah
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kantor Kementerian



Sulawesi Selatan untuk mengetahui
bagaimana budaya organisasi di
Wilayah
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kantor Kementerian

Sulawesi Selatan.

Jenis penelitian ini adalah

i )¢

penelitian kualitatif dengan

studi  kasus dikarena

dirumuskan  sebelumnya  serta

dokumenasi.

Sumber data yang digunakan
dalam penelitian ialah data primer
yaitu data yang diperoleh langsung

dari lokasi penelitian berupa hasil

wawancara dan data sekunder yang
diperoleh dari dokumen-dokumen
dan catatan yang dapat mendukung
kelengkapan data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dengan tujuan

) /" nelitian ini yang tercantum pada

eIumnya yaitu, untuk
Detalii.  bagaimana  budaya

antor  Wilayah

2rkenaan
nilai,
ideologi,
harapan-

oleh

norma-norma
untuk menuntun
du dalam organisasi.
Budaya organisasi merupakan dasar
bagi pimpinan dan staff/anggota
organisasi dalam membuat
perencanaan atau strategi dan taktik
dalam menyusun visi misi untuk

mencapai tujuan organisasi.



Budaya organisasi

mengarahkan  perilaku  pegawai
untuk meningkatkan kemampuan

kerja, komitmen dan loyalitas, serta

perilaku  extra  role  seperti:
membantu rekan kerja, sukarela
melakukan kegiatan extra

menghindari konflik dengan
kerja, melindungi

organisasi, mendi
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membedakan.

Budaya

organisasi  tidak

selalu tetap dan perlu selalu
disesuaikan dengan perkembangan
lingkungan agar organisasi tetap
hidup,

mengembangkan  budaya

berprestasi, mengubah pola pikir

dan memelihara kepercayaan dalam
organisasi. Dengan memahami dan
menyadari arti penting budaya
organisasi bagi setiap individu, akan
mendorong seseorang menciptakan
kultur ~ yang menekankan pada

interpersonal relationship.

Upaya mengelola budaya

ﬁ.

sangat

komunitas

ta organisasi sadar

emahami serta
melaksanakannya dengan tanggung
jawab dengan baik maka akan

tercipta budaya kerja yang optimal.

Untuk mengetahui
bagaimana budaya organisasi yang
ada pada Kantor  Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi



Manusia Sulawesi Selatan, beberapa
karakteristik budaya organisasi yang
dikemukakan oleh Robbins dalam
Soetopo (2010) unruk menilai suatu
budaya organisasi Yyaitu inisiatif
toleransi

individual, terhadap

tindakan berisiko, arah, integrasi,

atasan. Pegawai yang berinisiatif

tidak akan menunggu perintah
dahulu untuk berbuat, mereka
berbuat  melebihi  dari  yang

diperintahkan serta selalu mencari
terobosan-terobosan  baru  untuk

meningkatkan  hasil  pekerjaan.

Orang-orang seperti ini  sangat

disukai dalam bidang apapun yang

digeluti karena hasil pekerjaan
mereka  melebihi  dari  yang
diharapkan.

Berani  berinisiatif sama

dengan sikap proaktif. Inisiatif juga
erupakan sikap proaktif terhadap
ada di

melakukan

sekitar

harus

slibandingkan

merupakan

memutuskan

yang seharusnya dikerjakan
terhadap sesuatu yang ada di sekitar
organisasi, berusaha untuk terus
bergerak untuk melakukan beberapa
hal walau walau keadaan terasa
semakin sulit. Seorang inisiator
ketika

menemukan  kesempatan

dalam kesulitannya, kesempatan itu



segera diambil dan dimanfaatkan
semaksimal mungkin untuk
memecahkan hal-hal yang sedang ia

pecahkan.

Inisiatif Individual

merupakan salah satu karakteristik

dari budaya organisasi. Inisig
individual yang  dimili /

pegawai

eRSEDUTTIO

dikarenakan 'peke

bisa ditunda demi kepentingan
organisasi. Pegawai menganggap
bahwa yang paling penting itu
output dari organisasi, di samping
itu tetap dilakukan koordinasi

terlebih  dahulu kepada atasan

langsung agar tidak keluar dari

sistem/aturan yang ada di dalam

organisasi itu sendiri.

Arah dalam penelitian ini
merupakan sejauh mana tingkat
anggota  organisasi  mempunyai
inovasi dan motivasi agar dapat
keberhasilan

mencapai organisai

esuai yang diharapkan. Pengarahan

pengertiannya
wadah  yang
dimana orang
bekerjasama dalam
mencapai sesuatu.dari situ sudah
dapat kita ambil intisarinya yang

utamanya adalah pencapaian tujuan.

Menetapkan tujuan
organisasi memberikan arah dan
menghindarkan  organisasi  dari

kekacauan karena suatu organisasi



akan terstruktur. Tujuan dapat

membantu  memotivasi  anggota

dengan mengkomunikasikan apa
organisasi ini berjuang untuk serta
menyediakan  dasar  mengakui

prestasi dan keberhasilan.

- *.r.!)‘
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sudah berjala
2015.

Sistem Imbalan yang
dimaksud dalam penelitian ini
merupakan satu faktor yang penting
dalam mempengaruhi orang-orang
bekerja di dalam suatu organisasi.

Sistem imbalan dalam organisasi

XKASS
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harus dihubungkan dengan dengan

tujuan dan strategi  organisasi.
Apabila di suatu pihak seseorang
menggunakan pengetahuan,
keterampilan, tenaga dan sebagian
waktunya untuk berkarya pada suatu
organisasi, di lain pihak dia
mengharapkan menerima imbalan
dengan kata lain suatu
dy

l 5
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upaya yang
Upaya
tersebut dapat

memberikan

ang  memuaskan

sistem  promosi

jabatan.

Untuk pemberian sistem
imbalan atau promosi jabatan di
Wilayah
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kantor Kementerian
perlu juga dilihat dari penilaian
lainnya seperti pendidikan. Baik itu

pendidikan formal maupun diklat



dan hal lain yang menjadi dasar
pertimbangan promosi. Tapi kadang
kala, ada pegawai yang sudah
mengikuti pelatihan dan pendidikan
namun tidak memenuhi persyaratan
lain untuk diusulkan, misalnya
tingkat kehadiran yang kurang

bagus.

Kriteria
pegawai

imbal

pegawai
kehadiran.

akan tetap dinilai buruk jika ada
masalah dengan kehadiran meskipun
pegawai yang bersangkutan lebih
produktif dalam bekerja. Sistem
promosi jabatan dikatakan lebih
mengutamakan masa kerja pegawai

(senioritas) namun hal itu tidak

11

lepas dari syarat-syarat yang telah

ditetapkan, = misalnya  pegawai
tersebut harus mengikuti pendidikan
dan pelatihan kepemimpinan
terlebih dahulu sebelum dilakukan

promosi jabatan.

Komunikasi adalah suatu

nroses dimana dua orang atau lebih

a vertikal,

informal

Jan komunikasi

organisasi,

adanya komunikasi suatu informasi
ataupun ide tidak akan dapat

tersampaikan dengan baik.

Proses komunikasi
merupakan rangkaian dari aktivitas
menyampaikan  pesan  sehingga

menghasilkan feedback dari
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penerima pesan. Dari  proses dan pemahaman yang akurat
komunikasi, akan timbul pola, terhadap pesan komunikasi.

model, bentuk dan juga bagian- o
) ) ) Komunikasi ke atas atau
bagian kecil yang berkaitan erat o
o upward communication merupakan
dengan proses komunikasi. Suatu o o
o ) pesan yang dikirimkan dari tingkat
organisasi tidak akan terwujud tanpa ] ] )
o bawah ke tingkat atas dalam hierarki
adanya komunikasi

o ' komunikasi. Komunikasi ke atas
komunikasi adalah penyam /\ ) )
. ng dimaksud yaitu salah satunya

informasi atau ) )
informasi  tentang

clerjaan ataupun tugas

sendiri.

informal

a ni:ﬂr si yang dapat
-
' aK: aks bebas satu sama
'iypf_!ﬂ-p e t ﬂht‘ :
kelompok N A A | ylan f i kewenangan dan
pengaruh manajerial~dail._seorang.. fungsrjabatan mereka.

pemimpin lebih besar daripada )
) Tingkat atau  pola-pola
pengaruh para pegawai Secara o . )
T komunikasi yang dibatasi oleh
umum. Komunikasi diantara para ) ) )
o ) ) hierarki  kewenangan formal di
pemimpin diperlukan demi ) )
) o Kantor ~ Wilayah ~ Kementerian
kepentingan ~ komunikasi  para . .
o o ) Hukum dan Hak Asasi Manusia
pemimpin.itu  sendiri,  dimana ]
o Sulawesi Selatan selalu dua arah.
mereka membutuhkan komunikasi o
Alat-alat komunikasi yang



digunakan tidak hanya
menggunakan telepon, tetapi
komunikasi juga dapat dilakukan
melalui surat yang biasa disebut
sebagai nota dinas. Komunikasi
antara atasan dan bawahan juga
dapat dilakukan secara langsung

Pola-pola komunikasi di Kefi

Wilayah Kemente
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organisasi. Pegawai menganggap
bahwa yang paling penting itu
output dari organisasi, di samping
itu tetap dilakukan koordinasi

terlebih  dahulu kepada atasan
langsung agar tidak keluar dari
sistem/aturan yang ada di dalam

organisasi itu sendiri.

[
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dilakukan agar kegiatan organisasi
tetap berjalan dengan semestinya.
Pembagian tugas memang ada, akan
tetapi ada situasi dimana pegawai
harus menyelesaikan pekerjaan yang
bukan merupakan tugasnya
dikarenakan pekerjaan tersebut tidak

bisa ditunda demi kepentingan

el, Sinergitas,
vatif) telah
a kerja.

organisasi  yang
ator sistem imbalan
pada sistem
dikatakan  lebih

masa kerja pegawai (senioritas)

promosi  jabatan

mengutamakan

namun hal itu tidak lepas dari
syarat-syarat yang telah ditetapkan,
dilihat  dari

kehadiran pegawai tersebut serta

misalnya tingkat

harus mengikuti pendidikan dan



pelatihan  kepemimpinan terlebih
dahulu sebelum dilakukan promosi

jabatan.

Budaya organisasi yang
dilihat dari indikator pola-pola
komunikasi selalu dua arah. Alat-

alat komunikasi yang digunakéi
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